SALINAN

FRESIDEN
RFPLBLIE, INLDONF45EA,

FERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA
NOMOER 94 TAHUN 2021
TENTANG
DIS[PLIN PEGAWAI NEGERI SIFIL

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat [4)
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, perlu menetapkun Peraturan FPemerintah tenlang
Diziplin Pegawai Neper Sipil;
Mengingat  : [ Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Ncgara Republik
Inuipnesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipll Negara [[Lembarun Negara Republik indonesia Tahun
2014 Nomar 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesin Nomor 3494);

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN FEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAIT
NEGERI SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMM

Paszal 1

Dalam Peraturan Pemeriniah ini vang dimaksud dengan:

1. Pegawsal Megeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga nepara Indonesia yang memenuhi syarat
terlentu, diangkat sehagai Pegawal Aparatur Sipil Negara
sacara tetap oleh Pogjabat Pembina Kepegsawaian untuk
tmendudukl jabatan pemerintahan.

2. Peinbat . ..
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Pejabat Pembina Kepegawaian adalah  pojabat vang
mompunyvai kewenangan menetapkan  perngangkalso,
pemindaban, dan pemberhentian Pegsaval Aparatur Sipil
MNegara dan pembinaan Manajemen Aparatlr Sipil Negura
di  melansi  pemerinlah sesual dengan ketentuan
peratuiran perundang-undangan.

Pejabat vang Berwenang Menghukutn adalab pejabal yvang
diberi wewenang menjatuhkan hulmman disiplin kepada
P35 vang melakukan pelangguran disiplin,

Disiplin PNS adalah kesangeupan PHS untuk mensaati
kewaliban dan menghindan larangan yang dientakan
dalam peraluran perundang- ondangan,

hMasuk Kerja adalah keadaan melaksansaden tugas baik di
dalam maupun di luar kantor.

Prlanpgaran Disiplin adalah sctiap veapan, tulisan, atau
pertalaran PNE yvang udak mensal kewsjiban danfatau
melanpgar larangan kctentuan Bisiplin PNB, baik vang
dilatculean di dalam maupun di luar jam kerja.

Thakuman Disinlin adalah bukuarnan vang dijaiuhkan oleh
[’gjabat yang Berwenang Menghulum kepada PNE karena
rmelanegar peraluran Disiphn PGS,

Lipaya Administrand! adalsh  prosedur  vang  dapat
ditcmmpuh olch NS vang tidak puas terhadap [hakaman
Disiplin vane dyatuhkan kepadanya,

Unit Kerja adalah sanian kerja atasan langsung sebagal
termpat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas
dalam arganisasi.

Dampak Noegatlf adalah dampok vang menimbulkan
turunnya harkat, mactabal, cilra, BEpercayasn, Iems
baik danfatau mcnggangegu  kelancaran pelaksanaan
Luigas Uil Kerja, mslanst, dan/stau pemernintab/ negara,

Menteri adalal menleri vang menvelenggurakan uarusan
pomerintaban di idang pendayagunaan aparatur negara.

BABIIL. ..
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KEWAJSIBAN DAN LARANGAN

Baplan Kesatu
Limatm

Pazal =2

PIv i3 wajib mnenaatl kewsjiban dan menghindan larangan.

Bugian Kedua
Ecwajiban

Puaunal 2

PN wajilb:

A, Selw dan lazl sepenubnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Drsar Negara Heopublik Indonesia Tahun 1445,
Negara Kesatuan REepublik ndonesia, dan Pemeriniah,

b, menjaga persaluan dan kesatuan bangsa;

¢, molaksanakan kcbijakan yang dicetapkan nleh pejabat
pecmerintah vang berwenang;

d. menaati ketentuan peraluran perondang-undangan;
melaksanakan tugas kedinazan dengan pemih
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan anpgung jawalbs;

1. menunjuklzan integrilas dan keleladanan dalam sikap,
perlaku, ucapan, dqan Undakan kepada sctiap orang, baik
di dalam maupun d1 luar kedinasan;

g. menyimpan rahasia jahatan dan  hanyva  dapal
mengemukakan rahasia  jubulan sesusi deogan
ketentuan peraturan perandang-undangan; dan

h. bersedia  ditcmpatkan di scluruh walayvah  Negarn
Kesatuan Ecopublik lndonesia.

Pasul 4

Selain memenuhi kewajiban sebapgaimeana dimaksud dalam
Pazal 3, PNS wajib:

#.  menghadin dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. menghadic . . .
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menghadin dan mengucapkan sumpal fjan)i jabatan;
mengulamakan kepentingan rncgara daripada
kepenlingan pnibadi, sescorang, danfatan golongan;
melaporkan denpan segera kepada atasannva apabila
mengetahui  ada hal vang dapal membahayakan
keamanan negara atan merugikan kenangan negara;
mclaporkkan  harta  kekavoaan kepada  pejabat vang
berwenang scsudl dengan ketentuan peraturan
perundlang-undang:sn,

Masuk Kerja dan mensal kelenluan jam kena,
menggunakan dan memelibara barang millk negara
dengan sehaik-baikova;

mcmberikan kesempatan  kepada  bawahan  untuk
mcngembangkan kompetenst; dan

menolak scgala bentuk pomberian yang berkaitan dengan
lapas dan fungs kecuall penghasilan scsuwa dongan
ketentuan peraturan perandang-tndanga,

Baglan Ketipa
Larangan

Pasal &

FME dilarang:

=,

b

menyalahgunakan weweonang;

menjadi perartara unluk  mendapalkan  keuntungan
pribadi danfatau orang lain dengan menggunalkan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jalalan;

menjadi pegawal atan hekerjin untuk nepara lain;

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa
Zin atau tanpa ditugaskan olelh  Pejahat Pembina
Krepepawalan;

c. bckerja . ..
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bekena pada perusahasn asing, konsullan asing, atao
lembaga swadays masyarakal asing kecuall ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaoian,

merniliki, menjual, membeli, menggadailean, menrewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak amma hdak
bergeralk, dokumen, atau surae berharga mibk negam

secara tidalks sah,

melakukan pungulan di luar ketentuan,

melalulan kegiatan vang merugikan negara;

bertindak sewenang-wenang lerhadap bawshan,
menghalang berjalannya tugas kodinasan,

menerima hadiah vang berhubungan dengan jabatan
dan fatall pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan,
melalkikan tindalan atau ddak melakukan tindalea yvang
dapal mengakibatkan kemigian bagi yang dilavani; dan
memberikan dukunpan kepada calon Presiden Walkil
Presiden, calon Koepala Dacrah/Walil HKepala Daerah,
calon anggeta Dewan Perwalialan Ealorat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daersh, atan calon anggota Llewan
Perwakilan Rakyat Ducrah dengan cara:

1. ikuot kampanye;

2. merjadl peserta kampanyve dengan menggunakan
alvilnit partai atau atribut PNS;

3. schagal peserta kampanye dengan mengerahkan PNS
lain;
4, sebagai pesertz kampanye dengan menggundkas

famlitas niegata;

O, membusl L,
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mernbuaal kepulusan danfatau tindakan  vang
mengunlunpgkan @3 merugikan salah satu pasangan
calun sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,
mengadakan kegiatan  vang  mengarabh kepadae
keberpihakan terhadap pasangan calon yveng menjagdi
peserta pemilu sehelum, selama, dan sesudab masa
kampanye melipuli pertemusn, ajakan, himbaoan,
serudn, alsu pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit lkeranya, angeota keluarga, dan
masyarakat; dan/atan

mcmberikan surat dulangan disertai fotokopl Karoa
Tanda Denduduk atau Hurat Keterangan Tanda
Penduduk.

Pasal 6

Kerentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja
dan menaati ketentuan jam kera sebapaitnanz dirnsksud
dalam Pasal 4 hurul [ digiur dalam Persiuran Menleri,

BaB 1
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatuy
Umum

Pasal 7

PNE yang tdak mcnaati kctontuan sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 3 mampal dengan Pa=zal &5 dijatubi Hakuaman
Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenls Hukuman Disiplin

Paszal 8

(1] Tingkat Hukuman Disiplin terdirl atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;

b, Hukuman Diziglin sedang; atan

i,

Hulkurmman Disiplin beral,

(2] Jenis . ..
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(2] Jenis Hakuman Disiplin vingsn sebagaimana dimalksud
pacla avar (1) huarl 2 cerdiri alas:

o leguran lisan;
b. tocguran tertulis, atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis,

(3] Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada aratl (1] harad b eeedin 2088,

2, pemelongan lunjangan kinerga scbesar 25% idua
puluh hmu persen) selama 6 [enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kancha sebezar 25% (dua
pulubh hma persen] selama @ [sembilan] bulan; ateu

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 254 (dus
puhih lima persen) selama 12 {dua helas) bizlan,

{4}  Jerus Hubkuman Disiplin beral sebagaimans dimaksud
tradda aval [1) huroul o terdin atas;

a, penurundn jabatan sctingkat lebih rendah sclama 12
[ belag) bular;

b. pcmbebasan dan  jabatannya menjadi  jabatan

pclaksana sclama 12 {dua belas| bulan; dan

c. pemberhentian  dengan harmat  tidak atas

permintann |sendiri sebagai PNE.

Bapian Kctiga

Jemis Pelanggaran dan Hukuman

Paragral 1
Pelanggaran Terhadap Kewajilxan

Pamal 9

(1) Hulkuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (1] huaruf a dijanthkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

a. melaksanakan . ..
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. melaksanakan  kebijakan  yane  diletapkan  oleh

pejabal pemerinlah yang berwenang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huraf e, apabila pelanpggaran
berdampak negatif pada Linit Kerja;

commenaall ketenluan peraluran perandang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 humaf d,
apalila pelangparan berdaonpsk negalll pada Unil
Kena;

. melaksanakan  tupas  kedinasan denpan  penuhb

pengalbdian, kejuyjuran, kesadaran, dan langeung
Jawsh sebagaimany dirnakesud dalam Pasal 3 hurul o,
apahbila pelanpgaran berdampak negabf pada Unit
Kena,

. meminjukkan  integritas dan kereladanan dalam

sikap, perilakua, veapsn, dan Undakan kepada scliap
orang, balk di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huorof f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerjs;

. menvimpan  rahasia  jabatan dan bhanva  dapac

mengemikakan rahasia  jabatan  sesual  dengan
keteruan PEFALrH perundang-undanysn
sebapaimana  dimaksud dalam Paszal 3 hurof g,
apabla pclanggaran bordampak negatf pada Unit
Kerja; dan

bersedia ditempatkan di =zeluruh wilayah Nepara
Kesatuan Republik indonesia sehagaimana dimaksad
dalam  Pasal 3 hurad h,  apabila pelanpesran

berdampak negatf pada Unit Kerja.

{2y Hukuman . . .
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Hukuman Disiplin ringan scbhagaimana dimaksud dalam
Fasal # avat (1) hurf a dijaruhkan bagi PNS yang lidak
mernenlhl ketentuan:
A, mengulamakan  kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongsn
sebagaimana  dimaksud dalam FPasal 4 hunnaf e
apabila pelanpgaran berdampak negatif pada Unit
Kena;
b, Masuk Kega dun mensadi ketentusn jam kerga
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hueal T yvang
berdampak pacda Unil Kerpa berupas
1. teguran lisan bagh PNS yanp lidale Masuk Kera
tanpa alasan yang sah sccara kumulatil selama
3 [tiga) bar kerja dalam 1 (saiu) labun;

4. tcguran tertulis bagi PNS vang tidak Masuk Kerja
tanpy alasan yany sqsh secara kEumulatil sclame
4 {empat) sampai dengan & [enam) hari kerja
dadam 1 {zatu) tahun; dan

4. pernvataan tidak puas secara tertulis bagi PN3
vare ldak Masuk Kerja tanpa alasan yang =ah
secara kumulatif selamea 7 (ajub) sampal dengan
L& (sepuduh] har kera dalam | [satu) tahon.

. menggunakan dan memelihara barang mihk nepsra
dengan  scbaik-batknya  scbagaimana dimaksud
dalam Pasal <4 buraf g apabila  pelanggaran
berdampak negalif pada Unil Kena; dan

d. mcmberikan kesempatan kepada bawahan unfuk
mengembangkan komnpelenst: sebagaimana, dimadosod
dalam Tazal 4 bwui h, apabila pelanggaran

berdampak meralil pada Undl Eens,

Pawal 13...
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P'a=al 10

Hukurnan Disiplin sedang sebapaimana dirnabksud dalam

[Pasal B8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagl pelanggaran
terhadap kewajiban:

£l.

meryaga  persatusn dan kesatuan bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurmat b,
apabila pelanggaran herdampal negatif pada Unit
Kena danfalau inslans] vang bersanghk ukan;

melaksanakan kehbtjakan wvang ditetapkan  aleh
pojabal pemerintah vang berwenang sebagairmana
dimaksud dalam Pasuf 3 hurut o, apabila pelanggaran
Lerdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

moenadali ketenluan peraluran perundang-undangan
scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul d,
apabila pelanggaran berdampak negatil pads instansl
yung bersangkutlan;

melaksanakan tugas kodinasan  dengan penuh
penpabdian, kepajuran, kesadaran, dan tanggung

Jawab schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurat e,

apabila pelanggaran berdampak negalil pada inslans:
yvang bersangkutan,
menunjukbksn  inlegritas dan keteladanan  dalam
sikap, penlaku, vcapan, dan Undakan kepada selans
orang, bailk di dalam maupun di luar kedinasan
sebaguimana  dimaksud dalam Pasal 3 hurat f
apabila prlangparan berdampak negalil pade instansi
yvang bersangkutan;
menyimpan rahasia jabatan dan  hanva  dapal
mengetmikakan  rahasia  jabatan sesual denpan
ketenluar peraiuran perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 3 hurf g,
apabila pelangearan berdampak negatil pada inslans:
yang bersangkilan, dan

g. bersedia . ..
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bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 hurul h, apabila peladggaran

erdampak negatf pada nstans vang bersangkutan,

Hhakumen 12isiplin sedang sebapaunana dimaksud dalam
Pasal B avat {1} hunal b dijatuhkan bagi PNS vang tidak

mermneniahl Ketentuan:

.

L]

menghadin dan mengucapkan sampabfjanji PNES
scbapgaimana dimsksud dalam Pasal 4 bharaf a,
apabila pelanpgaran dilskukan lanpa alasan vang

zah;

E

. menghadin dan mengucapkan sumpah fjan jabatan

sebapaimana dimaksud dalam Pasat 4 horaf b,
apabila pelanggaran diizkuksan lanpa alassn yvuang
=ah,

mengutamakan  kepocntingan negaran danpada
kepentingan pribadi, sesecrang, dan/atau polongan
sehagavmana dimaksud dalam Pasal 4 humaf e,
apahila pelanggaran berdampak negatif pada instans:
vang bersangkutan;

melaporkan dengan segera kepada atazannya apabila
mengelabul =da hal vang dapat membahayakan
keamanan nogara atau merugikan keuangan negara
scbagaimana dimaksud dualam Pasal 4 huruaf d,
apabila pelangparan berdampak negatif pada instansi
vang bersangkulan;

melaporkan harcla kekayvean kepada pejabat yvang
berwenang  sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e vang dilakukan pejabat admnistrator
dan pejabal lungsional,

£, bMasul - .
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Masuk Kega dan menoati ketentuan jam  kerja
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 hurul [ berapa;

1] pcmotengan tunjangan kinerja sebesar 25% [dua
puluh lima persery) selama 6 [vnam) bulan bagl
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secaras kumularil selama 11 [sebelus) sampail
denpgan L3 (Uga belas) han kena dalam 1 [satn)
tehun:

2] prmotongan tunjangan kenera scbosar 25% [dua
puluh lirna persen) selama 4 [sembilan) bulan bagi
FNE vang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah sccara kumulatif selama 14 {empat belas)
sampal dengan 16 [enam belas) hari kerja dalam 1
{satu) tabhiun; dan

3 pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen] selama L2 (dua belas) bulan
baglt PNS vang tidak Masuk Kerja tanpa alasan
vang sah secara kurmalatlil selatma 17 (luwjuh belas)
sampal dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1
{mat) tahwin.

mengeunskan dan memebhars barang ulik negara

dengan sehaik-baikiya sebagaimana dimaksnd dalamn

Pasal 4 huraf g, apal¥la pelanggparsn berdsmpak

negall pada instans vang bersangkutan; dan

. memberikan kesempatan kepada bawahan unnak

mengembanghkan komperens sebagairmana dimmakaud
dalam Pasal 4 huraf h, apabila pclanggaran
herdampak negartif pada instans yang bersargekiilan.

Pasal 11

(1] Hukuman [hsiphn berat scbagaimana dimaksud dalam
Pazal # avat (1} huruf ¢ dijatuhkan begi pelanggacan
rerhaclap kewajitarn:

[

sels. dan laat  sepenuhnvs kepada  Pancasia,
Undang-Undang Dasar Negara Hepublik lnhdonesia
Tahun 1945, Nepara Kesatuan Republik Indonesiz,
dan Dcmernintalhl schagaimana dinaksud  dalam
Pasal 3 huriat a, apabhila pelanggaran berdampak
negatll pada Lnit Kena, instansi, danf atau nesars,

b, menpags .
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menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
selagaimana dimaksud dalamm Pasal 3 hurul b,
dpabila polanggaran berdampal: negatif pada negara;
melaksanaksn  kebijakan  vang  ditctapkan  olch
pejabat pemerintah vang berwenang sebagainmana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran
berdampak negatf pada negara;

menadtt ketentuan poraturan perundang undangar

selragaimans dimaksud dalam Pasal 2 hurul d,

apabilla pelanggaran berdampak negafif pada negara;

melaksanaksan  lugas  kedinassn  deongan penuh
pengabdian, hkepyuran, kesadaran, dan Langgung
jawsab scbagnimana dimaksud dalam Pasal 3 huorot e,
apalnla pelanggaran berdampak negatit pada negara;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, penlakily, vcapan, dan ndakasn kepada seliap
orang, balk di dalam maupun di luar kedinasan
sehagatrnana  dinaksad  dealam Pasal 2 hurad L
apabila pelangparan berdampak negatif pada negara,
menyianpan  rahasia jabatan  dan hanva dapal
mengemilkakan rahasia  jabatan  sesuai dengan
kelenluan prraluran perundarge-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huamf g
apabila pclanggaran berdampak negall pada negars;
dar

bersedia ditemmpaikan i selurub wilayah  Negara
Kesatman Republik Indonesia sebagaimans, dimaksued
dalatn  Pasal 3 huraf h, apabila pelanggaran
berdampak ncgatif pada nogara,

{2} Huluman . . .
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Hukuman Disiplin berat schagaimana dimaksud dalam
Pasal # avat {1} huruf ¢ dijatehkan begi PNS vang tidak
mementihi kereniuan:

a. mengutamakan  kepentingan negars daripada

kepentingan pribadi, sesearang, dan/atan golongan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunad c,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara
dan/alau pemnenntaby;

. melaporkan dengan segera kepada atasannva apabila

mengetrhil ade hel yang dapet membahayakan
keamsnun negdra dlau merugikan keadnesan negdara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huraf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif padea negara
dan/alau pemerinlahs;

. melaporkan harta kckayaan kepada pojabat yang

herwenang sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan sebagainana dimaksud dalam
Pazal 4 hurol e yang dilakukan pojabat pimpinan
tinpgd dan pejabar lainnya,

. Masuk Kerna dan menastl ketenlusan jam kera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurai F berupa:

1} penurunan jahbatan selingkat lebih cendab selamea
12 {dua belas) bulan bagl PNS vang Lidak Masuk
Kerja tanpe alasen vang sah secars kumulanf
seluma 21 {dua pulub salu) sampai dengan 24 {dua
puluh empal) harn kega dalam 1 {sall) ek

2} pembebazan dari jabatannyza menjadi jabalan
pelakszana selama 12 [dua belas] bulan bag PNS
yang dak Masuk Kerja tanpa alazan yang sah
geeara kumualalil selams 25 (dua pualuh lima)
zampal dengan 27 [dus pulubh tujuh) hari kerja
dalam 1 (sani) tahun;

3) pcmberhenlian . L
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3} pemberhentisn dengan  hormat udak  alas
permintaan scndirl scbaga PNS bagt PNS yang
tidak Masuk Kerna tanpa alasan yang sah secsra
kumulatif sclama 28 {dua puluh delapan] bhan
kerja atau lebth dalam 1 [satu) tahun; dan

4) pemberhentian  dengan harmet  tidek  atas
permintaan sendiri sebagal PNY bagl PNS yang
tidak Masulk Kerja tanpa alasan vang sah secars

teruis meneras selama 10 {sepuluh) han kerja.

e. menolak sepala bentuk pemberian yang Berkaitan
dengan 1ugas dan lungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan

gebagaimans dimaksad dalam Pasal 94 hamafi,

Paragral 2

Pelanggacan Terhadap Larangan

Paual 12

Hukuman [hsiphn rmpan scbagaimans dimaksod dalam
Paz=l 8 ayat [1) huru! 4 dijaluhkan bagl PNS yang melangsar

ketentuan laranpan:

a. memiliki, menual, membeli, menggadaikan, menvewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak atau tdak
berperak, dokumen, atan sural bertharga milik negara
sevara lHdak sah sebapammnana disnakosud dalam Pasal 3
hurual [ apahila pelangearan bepdampak negatil paca Unit
kerja;

b, melakukan . . .
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melakukan kegiatan vang mermigikan negara sebagairmnana
dimaksud dalam Pasal 3 buruf h, apahila pelatngearan
berdampak negatif pada Lot Kerja,

borandak sewelnang-wenang terhadap brawahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal S bl 3, apsbila

pelanggaran berdampak negatif pade Unit Eena;

menghalangl herjalannya tigas kedinasan sebapsimana
dimaksud dalam Pasal 5 burat i, apabily pelangparan

berdampak negatif pada Unit Ketja.,

Pazal 13

Hukumnan Disiplin sedang scbapaimana dimaksud dalam

Pasal B avat (1] hurul b dijatuhkan bag PNS yang melanggar

ketentuan larangail;

a.

rmetniliki, merj ual, membeli, mcnggadailean,
menyewakan, alau meminjamkan barang baik bergeralk
atau tidak bergerak, dekumen, atau surat berharga milik
negarg Secara lidak sah scbhagmimana dimaksud dalam
Pazal 5 huruf f, apabila pelangeraran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkolan;

melakukan purnpulan di luar ketentuan sebagaimena
dimaksud dalam Pasal S hurul g, apabila pelanggaran
berdampak negatil pada Unit Kerja dan/asu instanst
yang bersangkutan;

Comelakulkan L



HRS R R R E

{*}

PRESIDEM
REPLUBLIK INDOMESTA

17

melalakan kegintan  vang  merugikan negara
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul b, apabila
prlanggaran bordampak nepabl pada mslanst yang
bhersangkutan;

bertindak  sewenang-wenang terhadap bawahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal o huruf 1, apabils
pelanpgaran  berdampak negatif pada instansi yang
bersanghkutan,

melakukan tindakan atan tidak melakukan tindakan
vang dapal menpgakibalkan kerugian bagl vang dilayani
sebagaimana dimalkzud dalam Pasal 5 huruf m, apabila
pelangparan berdampak negatif pada instansl yang
brrsangkulan,

mecnghalangl berjalannya tugas kedinasan sebapgaimansa
dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negalil pods instanst vane bersangkolan;
dan

mernberkan dukungan kepada calon Presiden /Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakill Kepala Daerah,
calon anpgota Dewan Perwakilan Rakyat, calon angeota
Dewan Perwalkilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah dengan cara menjadl peseria
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atritnit PNS  sehagaimana dimaksud dalam Pesal 5
hurul n angka 2.

Fazal 14

Huluman Disiplin berat scbagaimana dimaksud dalam
Fasal & ayat {1} hurwot ¢ dijatubhkan bagi PNS yang melanggar
kelenlan larangsa,

menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huraf a;

b, menjadi ..
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menjadi perantare untuk mendapatkan  keunitangan
pribadi dan/atau crang lain dengan  mengpunakan
kewenangan orang lain yang didugs terjadl konflik
kepentingan dengsn Jabatan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 5 huarul b;

menjadl pogawal atau bekea untuk negara lain
dan/atan lemhaga atau organizasi internasinnal tanpa
izin  artau  tanpe  ditugaslkan oleh Pejahat Pembina
Kepepawaian sebagsamatna dimaksud dalam Pasal S

huruf © dan huruf d;

hekerja pada perusahaan asing, konsultan aging, arauy
lembymaps swadayva masvarakal asing kecuall ditlugaskuan
oleh Prjabat Pembina Kepegawatan  scbhapmimana
dimaksud dalam [fasal 3 horuf o

metmiliki, rmeniial, metmbeli, menggadaikan,
menyewskan, alan meminjamkan barang baik bergerak
atau hdak bergorak, dekumen, atau surat berharga mulik
negara sccara tidak sah schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf | apabila pelanggaran berdampak negatif

pada negara an/araw pemerntah;

melakukan punputan de loar ketenlbiean schapsumeana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran

herdampak negatif pada negara dan/atal pemenntah:

mencnma hatlidh veang berhubunpan dengan jabatan
dan/atan  pekerjaan  sebagaimana  dimaksid  dalam
Pasal & huna k;

mcminta scsuatu yang berhubungan dengan jabatan

sehagaimana dimabksud dalam Pasal 5 buruaf 1;

1. memberilean | . .
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memberikan dukinpan kepada calon Prosiden/Walkal

Presiden, calon Kepala Daerab/Wakil Kepala Dacrah,

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyal, calon angeola

Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan

Perwalalan Halkgyat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 hurul n angka 3, anghka 4, anghka 5, angka

B, tan angka ¥ dengan cars

1. sebagal peserta Kampanye detgan mengerahkan
PN3 lain;

2. sebagal peserta kampanye dengan menggunakan
tasilitas ncgara;

3. mcmbuat keputusan danfatau  tindakan  yang
mengunlunghan  dlau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selamy, dan sesudah masa
kampanye;

4.  mengadakan keglatan  yvang mengarah  kepade
keberpihakan  terhadap  pasangan calon yang
mernyjaidi  peserta pemilu scbhelum, sclama, dan
sesudah masa kampanyve  melipuli perlemuoan,
ajakan, himbauan, sernian, ate pembetrian barang
kepada DPNS dalam lingkungan unit  kerjanya,
anpgota keluarga, dan masyarakat; dan/fatan

3. memberikan sursl dukungan disertal fotokopt Kartu
Tanda Penduduk atau Sural Kelerangan Tanda
Penduduk.

Pasal 13

Peclanpgaran tcrhadap kowajiban Masuk Kerja  dan
menadll kelentuan Jam kera sebagmimana dimaksud
dalam Pasal 4 hurol | dihitung secara kumulatil sampad
dengan akhir tabnin berjalan,

(2] PN5 . ..
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PFNS yuang tidake Masuk Kerja dan tlidak menaati
ketentizan jam kerja tanpa alasan yang sah scoeara terus
meneras selama 10 (sepmahoh) heri kerja sebagaimana
dimaksud dalarmn  Pasal L1 ayal (2] hurul d anglka 4)
diberhentikann  pembayaran gajinya selak bulan
benkutnya.

Bapgian Kccmpat

Prjabal yang Berwenang Menghuloim

Pasal 1&

Pejabat yang Berwenang Mcenghukum terdir atas:

.

b
o
d

(1}

]

Presden;

. Pojabat Pembinag Kepogawalal,

Kepala Perwakilan Republik lndonesia;

Pejabat Pimpinan Tinger Madya atau pejabat lain yang
serara;

Pejabal Pimpinan Tinegi Pralama ataun pejabat lain yang
setara,

Pejabal Admnisitator ata pejabat lain yang setara; dan
Fejabat Pengawas atau pojabat ldin vang sclars,

Pasal 17

Frosiden menelapkan penjatuhan Hukuman Disiplin

bapgi PNS vang mendudulki:

a, Jabartan Pimpinan Tinggl Utama; dan

b. Jabatan Pimpinan Tingel Maodya vang merapakan
Pejabat Pembina Kopogawadan,

uniuk semua jenis lukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8§ ayal (2], aval [3), dan ayat [(4].

Presitlen menetaplan penjatuhan Huluman Disiplin

hapi PNS vane menduduhla:

a. Jabatan Mmpoian Tingg Madys;

b Jabatan Fungsional Jonjang Ahl Utama; dan

o, Jabulan lain yang pengatigkatan dan pemberbentianmya
menjadi wewenang Presiden,

untuk jenis Hukuman Disiplin berat =sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayul (4) hurul <,

(2] Penjatuthan . ..
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(3] Penjaluhan Hokuman Disiphin sebagaomana dimaksad

pada ayat (1] dan ayar (2} ditctapkan berdasarkan usul:

a. Menteri vang mengoordinasikan hagi PNS vang
menduduly Jabalan Pirmmpinan Tinge Nama; dan

b, Pgjabat  Pembina Kepegawaian  bagt PNE vang
menduduki Jabatan Pimpinan Tingei Madya dan
jabatan lain vang pengangkatsan dan pecmberhentiannya
tnenjadi wesenang Presiden.

Paszal 18

(1] Pejabal Pemnbing Kepegawaian Insanst Pusat dan Pejabat
Pembina  Kepegawalan Instansi Dacrah Provinsi
menetapkan penjatiihan Hukuman Distplin bagl Pejabat
Pimpinan Tingei Madya i lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksd delam Pasal §
ayvat (2], avat {3}, dan ayat [4) hurul 2 dan hunaf b

(2] Pcjabat Pembing Kepepawaan Instans: Pusal dan Pejabal
Pernbina  Kepegawalan  Instanst  Dacrah Provinsi
rnenetapkan penjatuban Huluman Bisiplin bagi:

8. Prjabar Pimpinan Tinggl Prataona dl nghunganhyva
untuk  jenis Hukuman  Disiplin schagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat [3) dan ayat {(4};

b. Prjabat Fungsional jergang Ahli Utama untuk jenis
Hukuman Disiplhn scbagaimana dimaksoud dalam
Pusal 8 aval (2], ayat (3), dan ayat (4 huraf a dan
huraf by

. Pejabat Administrator lc bawah di lmgkungannya
untuk  jenis  Hukuman  Dusiplin schagaimana
dimaksiad dalam Pesab # avac [4); dan

d. Pejubml Funesional selain Pejabat Fungsional jenjang
Ahl Utama di lingkungannys untuk jenis Hukuman
Heiplin  sehagaimana  dimaksud dalam  Pasalb &
aysl {4}

(3} Poyabat .

Sl Ml TARTET A
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(3] Pejabat Tombina  Koepogawaian  Instanst Daerah

Kabupalen/Kote  menelapkan  penjatuhan Hukuman

Diziplin bag:

a. Pcjabat Pimpinan Tingei Pratama di lingloangannya
untak jenis Hulaman Disiphn sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2], ayal (3 dao ayal (4],

b, Pejabal Fungsional jenjang Ahll Utama uniuk jenis
Imkuman Disiplin scbhapaimans  dimaksud  dalam
Pazal 8 ayal {2), aval (3), dan ayat {4) buruf a dan
huruaf b,

e. Pejebat Admunistrator ke baswah di hngkunpgannys
untuk jenis Hukumat DHsiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3] dan ayat [4); dan

d. DPgjabat Fungsional scluin Pejabat Fungsienal jenjang
Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman
Dhisiphn sebapmimeana dimaksud dadam Pasal 3 avart (4.

Pasal 19

Kepala  Perwsakilan  Republik Indenesia berwenang
tmenjatuhkan Hulmman Disiplin bagn

.

PNS di lingkungannys yang berada 1 {satu) tingkat di
bawahrnye unfuk jenis Hukuman Diziplin ringan
sebagaimana dimakaud dalam Pasal B ayat (2); dan

FPHNS 41 lingkungantya vang beracla 2 {due) tingkat di
bawahnya untuk jeonis Hukuman Dasipling sedang
sebapaimana dirnaksud dalam Pasal B avar {3).

Paszal 20)

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pojabat lain vang sctara
di lingkunpan Pusal dan Poowinsd, herwenang menjatihkan
Hukuman Dusiplin bagi:

d.

FHNE di lingkungannya yang berada 1 [satd) tingkac di
bawahnya untak  jenis Hukuman Disiplin ringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [2); dan

o PNS .
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PNS di linglkungannya vang berada 2 {due] tingket di
bawahiya uwntuk jenis Huokuman Dasiplin sedang
schapmimana dimakosud dalam Pasal 8 ayat [3),

Paszal 21

Pejabal Pimmnan Tingpl Pralams= alau pejabal lzin vane
setara i lingkungan Pusat, Provinsl, dan Kabupaten/Kota
bersenang menjatuhlan 1Iuakuman Disiplin bagk:

A,

{1}

(2]

PNS di lingkungannya yvang herada 1 {satl) tingkat i
bawahnya untulk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2],

PNE di hngkungannva vang berada 2 ({dua) tngkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3]; dan

Pejabal  Pungsional o lngkungannya unluk  jenis
Hukumurn Disiplhin sebasaimany, dimaksud dalam Pasal 8
aval [d) dan ayar (3).

Pasal 22

Pcjabat Adminiztrator ataw pcjabat lain vang sctara di
lingkungan Pusal, Provinsl, dan Kabupaten/Kota
berwenang merjaluhkan Hukuman Disiplin bagi:

., PN 1 hngkungannya yane berada 1 (sata) tingkat di
bawahnya  untuk  jenis Hukuman — Disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat (2],

b. DPN3 di lingkungannya yang berada 2 [dua) tinglat di
bawahrya untuk  jenis Hukuman Disiplin
gebagmimans dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3], dan

£

Pejabar Fungsienal di hngkungannya untuk jorus
INukuman MHsiplin sebagaimany dimaksud  dalam
[Pasal 8 ayat [2) dan ayat {3)].

Diafam hal Bidak terdapat jabatan administrator pada Unit
Kerja di ingkungan Pusat, Provinsi, dan Kebupaten /Kola,
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madyva tcrtentu dapat
menjatuhkan Hukuman iziplin bagl PNS sebagaimana
dimaksud pada avart [1] hurat a.

i3] Pojabat . . .
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Pejabat  Fungsicnal jenjang  Ahlh Madya  tertentn
sebagaimana ditmaksud pada ayat {2] ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pecmbina Kepogawaian.

Pasal 23

Pejahat Pengawas atall pejabal lain vang selara di
lingkuangan  Pusat, Provinsi, dan Kalbapaten/Kota
berwenang menjatublan Huakuman Disiplin bagh:

a. PNE di lingkungaonnye vang berada 1 [saty tingkar oi
bawahnva untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimalesud dalam Pasal & ayat (2},

b. PN di ingkungdannys yang berada 2 (dua) tngkat di
bawahnya untuk jenis Huleuman Disiplin schagaimana
thmalesud dalam Pasal 8B ayal {2} dan ayal (3]; dan

¢, Pejabwl Pungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagainans, dimaksad  dalam
Pasal 2 avat (Z).

Dalarm hal tidak terdapat jalatan pengavwas pada unit

kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten ! Kota,

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat

menjatubhkan Hukuman Dhisiplin bagn PNES schagmimanas

dimaksud pada wyal (1) hurul A,

Pejabul  Funpsion=]l  jenjeme Ahll Muoada lerlenia

sebagrimansa dimaksud pade avat (2] citelapkan dengan

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 24

Pejabal vane Berwenang Menghulum walib menjatuhkan
Hukumean Dimiplin  kepatda PN2 yany  melakukan
Pelanggaran Dusiplin.

Dalam  hal Peojabat  vang Berwenang  Menghukuom
gebagaimana dimaksud pada gyl (1) Gdek menjatuhkan
Hukuman [isiplin | kepada PNS  yang melakukan
Pelanggaran  WHsiplin,  Pejabhat vang  Berwenang
Menghuloum dijatuhl Hukuman Disiplin aleh atasannya.

(3} Dadarn . ..
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{2} Dalam  hal Pejabat  yang Rerwenang Menghulam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang sesual Pelanggaran hsiplin yang
dilaboakan olch PNS, maka Prjabat yang Beorwenang
Menghukum dijaluhi Hukuman Disiplin yung lebih berat,

{4 Hukuman Dizsiplin sebagaimana dimaksud pada aval {2)
dan  avat (3] dijamahkan  serelah  melalal  proses
pemeriksaan.

5} Atasan  sebapaimana dimaksud pada avar (2}, juga
menjatulikan Huluman Disiplin terhadap PN8 yang
mclakukan Pelangsaran Dhsiplinn.

Pasal 25

I3alarm  hal  tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Mecnghukum, maka kewconangan merjatubksan Hukuman

Disiplin menjadi kewenangun pejabal vang lebib ungg.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenksaan, Penyjatubhan, dan

Pocoyvampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 2/

(1] PHNE wvang didupa melakukan Pelanggaran  Disiplin
dipanggl scesara tertulis oleh atasan langsung untuk

dilak ulcan permeriksaarn.

(2] Jarak waktu antara tanggel surat pangeilan dengan
tangeal pemerniksaan paling lambatl 7 [lujuh) han kerja,

(3] Apubila pada tangeal yang dilentukan pada surat
pangpilan pertama vang hersangkgtan tidak hadir, meaka
dilakukan pemangpilan kedua paling lambat 7 {tujuh)
hari kerja scielah tangeal scharusnva vang bersangkulan

diperiksa pada pemangglan perlama,

4] Apahbila . . .
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Apabila pada pemanpeilan kedua sehapgaimana dimaksud
pada ayat [3) PNS vang bersangkutan tidak hadiv juga,
maka Fejabat  yvang Berwenang Menghukum
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukui
dan Kererangan yang ada tanpa dilakukan pomericsasn.

Pasal 27

Atasan langsung wagilh memeriksa PNS yang diduga
melakukan Pclanggaran Disiplin sebhelum PNS dijanihi
Hukuman Dhsiplin-

Permeriksaan sebagaimana dimaksud pada avac (1)
dilakukan secara lertutup melalod tatap muka langsung
maupun secara virtwal dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk benta acara prmeriksaan.

Dialam hal hasil pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
ayal 12 menatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin merupakan kowenangan dlasan langsung, maka
atasan langsung lersebul wajilr menjatuhkan llukuman
Disiplin.

Dralam hal sesuai hasil pemeriksyan sebagamana dimaksud
pada  ayar (2) menvatakan kewenangan pcnjatuhan
Hukuman Disiplin merupalan kewenangan pejabat yang
lehih tinggi, malka atazan langsung wajib melaporkan berrta
arara permneriksaan dan hasi! pemeriksaan secars, hierarka,

Pasal 28

Atasan langsung vang Lidak melakukan pemanggilan dan
pemetiksaan  terhedap PNS yang diduga melakukan
Pelangparan  Disiplin, danjatan melaporkan  hasil
pemeriksaan kopada DPejabat vang  Berwenang
Menphukum dijatubi Hukumean Tisiplin,

Fejabal yang Derwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang lebih beral kepade atasan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilakukan
setelah melalul proses pemenksasn,

Pownal 29 . ..
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Pasal 29

(1] Pelanggparsm  terhadap kewsjiban  dan/salad laratigat
dengann Hukuman  Disipling sedeng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapal dilakakan
pemenbksasnt oleh tin pemeriksa.

(2] Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Dhsiplin berat sebapaimans dim=akaucd
dabam Pasal 11 dan Pasad 14 dilakukan pemeriksaan oleh
titn permerilaa.

(3] " pemenksa schagaimana dimalosud pads aval [1) dan
aval 12} terditi dari atasan langsung, unsUr pengawasan,
dan unsur kepegawalan.

(4] Dalam thal tertentu  Um pemeriksa  sebagaimana
dimuksud pada avat (3} dapat melibatlkan pejabat lain
vang ditfunjulk.

(5] Tim pemeriksa schapaimana dimaksud pada avat [3)
dibentiuk oleh Pejalat Pembina Kepegawaian atan pojabat
tain yang ditunjuk.

(6] Dalam hal alasan langsung PNS yang diduga melalukan
Pelanggaran Lisiplin terlibat dalam pelanggaran tersehbal,
rake vanp menjadi angeora Um pemeriksa adalah arasan
vang lebih tinggl secara berjenjang,

Pasal 30

Alasan  langsung, tim  pemeriksa, atau [Pgjabat  yang
Berwenang Menghukum dapal meminia keterangan dari
pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin,

Pa=al 31

(1] Untulk kelanvarsn pemetiksaan, PNS yang  diduga
melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemunghkinan adean
dijatuhi Hukumsn Ihsiphtt berat, dagat dibebaskan
sementara dari tagas jabatannya olch atasan langsung
sejak vang bersanpgkutan dipenksa.

(2} Femnmbebasan ., . .
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Pembebasan  sementara  darl  tugas  jabatannya
sebapaimana dimaksud pada avat {1} borlaku sampal

dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Dasiplin,

Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dibebaskan sementara dari fugas jabatannya, diangkat
pclabat pelaksana harian,

PNS vang dibcbaskan scmentara dan tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) totap dibenkan
hak-hak kepegawaiannva sesual dengan  kctentusn

peramiran perundang-undangar.

Dalam hal atasan langsunp sebogaimana dimaksud
pada avat (1) ridak ada, maka pembebasan scmentara
dari tugas jabatannya dilakakan oleh pejabat yang lebih
tingal.

Pasal 32

Berita acara pemeriksean sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat {2} harus ditandatangani olch pojabat vang
memeriksa dan PNY vang diperiksa secara langsung
maupLUn aecara virtaal,

Dalam hal PR3 yang  diperiksa udak  bersedia
menandatangani berila scara pemernksaan sebagaimana
dimaksud pada ayual (1], herila acara pemeriksaan
terschut  Lletap  dijudikan sebapal dasar untuk
mecnjatuhkan Hukuman Dhsiplin,

PNS yang dipcriksa berhelk mendapal salinan berita

acara pomicriksaan scbhagaimana dimaksud pada ayal [1].

Pasal 33

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasul 27 tlan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang
Menghukum menjaluhkan Hukuman Disipling

(2] Dalam . ..
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(2]  Datam keputuzan Hukuman Dhsiplin schagammans
dimaksud pada avat (1) harus discbutkan 'clanggaran

Disiplin yeng dilakukan oleh PNS vang bersangkutan.

Pasal 34

Hasil pemeriksann unsur pengawasan danfatau unit yvang
mempnval tagas pengawasan dapar digunakan sebagal
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi
perimbangan untuk  menjatubian Huluman  Disiplin
terhadap PNS vane dichigs melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pa=zal 35

(1] PNS yanp berdasarkan hasil pemenksaat lernyala
mclakukan beherapa Pelanggaran Disiplin, lerhadatnys
hanya dapart dijatuhi 1 [salu) jenis Hukuman Disiplin
vang terberat sctelah mempertimbangkan pelanggaran
yang dilakukan,

(2]  PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disipling kemudian
meclakukan Pelanggaran Disiplin yang sifalnya sama,
kepadanya dijatuhi jenis Hokuman Disiplin yang lebih
berat dan Hukuman Dhsiphn terakhir yang pernsh
dijatuhkan kcpadanya.

(3]  PNS fidak depat dijatubl Hokuman Digiplin 2 [dua) kal
atal lebih untuk 1 (sata) Pelanggaran Bisiplin.

(4] Dalam hal PNS vang alan dijefuhi Hukaman Dsiplin
merUupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusas
darn jenis Hukuman Disiplin vang akan dijatuhkan
bukan meripakan kewenangan pimpinan instansi atau
Kepnla Perwakilan tempat penugasan khusus, maka
pimpinan instanse atau Kepala Perwakilan mengusulkan
penjatiihan Thakwman  1dsiplin kepada pimpinan

inatansi induk diserrai berita acara pemerikzaan.

Pasal 36 . ..
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Prazal 36

Dalam hal berdasarlan hasil pemeniksaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayatr (3} terdapet indikasi
penvalabpunaan  wewenang  vang  menimbulkan
kemiginn kellangan negara, maka atasan langsung ataw
tim  pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat

pengawas intern pemerintal.

Drhlam hal indikas: sebagaimaia dimaksad pada ayat (1)
terbukti, apardl  pengawas  ilerts  pemetintah
merckomendasikan  Pejabal Pembina  Kepegawaian

untuk melaporkan kepada aparal penegak hukum,

Pasal 37

Sodap permjatuhan Hukuman Displin dilelapkan dengan

keputusan Pejabal vang Berwenany Menghulkuim,

Ecputusan schacamana dimaksiad pada zyal (1)
dizampalkan kepada PNS yang dyatubn Hukuman
Mzipiin olch Pojabat vang Bereenang Menghulkum atao

pejabat lain yang ditunjuk.

Penvampaian keputusan Hukuman Disiplin
schagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan paling
lambat 14 [empsl belas) han kenja sejak keputusan

ditetapkan.

Dalam hal PNS vang «diziuwln Hukaman Disiplin ddak
hadir pada saal penyvampaian kepulussr Huklonan

Disiphn, keputusan dikinm kepada yvang bersangkutan,

BABIV . ..
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BAB IV
GEELAKUNYA TIVKUMARN DISIPLIN
DAN PENDORKURMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bapian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pa=al 38

(1] Kepanisan Hukumen Disiplin berlaku pada han ke-15
(lima belas) sejak iterima.

(2] Kepulusan Hukuman IHsiphn vang disjuken Upava
Adminislratil berlaku sesual dengan kepubasan upaya
admimistralilnysg,

(3] Keotontusn lebih lanjul mengenai Upaya Admonisceatil
schagamana dimaksud pada apal (2] diatur  datam

Peraturan Pemernntah tersendin,

Bagian Kedua
Pendokumenitasian Keputusan Mukuman Disiplin

Pasal 3%

(1] Kepuhisan Hukuman Disiplin haras didokumentasikan
oleh pejabat pengelola kepogawalan di instansl yang
hersatgklitan.

(2] Dokumen keputusan Hukuman Disiphin scbagaimana
dirnaksd pada ayvar (1] digunaken sebagai zalah satu
bohan  penilaian  dalam  pembinaan PNS yang
bersangkutan.

(3} Pendokumentasian keputusan Hukuman — Disiplin
termasul dokumen dalam pemenksaan diunggah ke
dalain sislem vang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Aparatur Sipd] Megara.

BAaB YV .

P Fa TR L
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BADR W
EETENTUAN PERALIHAN

Pasual 40

(1] Hukuman Disiplin yang elah dijglubkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemenntah int dan sedang dijalan
oleh PNY vang hersanghkutan dinvatakan tetap berlaku.

(2] Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat vang
Bervwenang  Menphukun  alaw barwding administraol
kepada Badan [Pertimbangan  Kepegawalan  sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai
fderpan Peraturen Pemenntsh Momor 53 Tahun 2010
tentang Disiphn Pegawal Nogen Sipil (Lembaran Negara
lRepuhlik Indanesia Tahun 2010 Womor 74, Tanbalian
Lembuaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 5135] beserta
peratiran pelaksanaannyva.

(3] Pelanggaran Disiphn vang dilakukan sebelum berlakuanya
Peraturan Pemerintah i dan belarmn dilakukan
pemerihgaan, makda berlaku kerenluan dalam Peraturan
Pomoerintah ini.

[4) Pelanggaran Dismplin yang lelah dilukuken pemeriksaan
sebelum berinkunya Peratueran Permoerintah, maka hasil
pemeriksaan tetap herlaku ¢dan proses  selanjulnys
berlalka kelenluan dalam Peraluran Pomenntah in.

Pasal 41

PNS wang melanggar ketetituan  Peraluran Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1983 tentung [zin Perkawinan dan
Pecrecraian  bagl Pegawal Negeri Sipil [Lembaran Negara
Republik Tndonesia Talbiun 1982 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Nepara Republik  Indonesia Nomer 3250}
scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan Permeriniah
NMomor 43 Tahun 1990 tenang Perubshan atss Peraturan
Permerintah Momor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan
dan Pervernmian bagl Pepawal Nogen Sipil [Lembaran Megoeg
Ecpublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomeor 3424),  dijatuhi
salah  satu jonis Hulaman  Wisiplin berat  berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Pauual 42 . ..
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Pasal 42

(1] Kectentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang
sebogoimann dimaksud dalam Pasal £ ayat {3) dalam
Peraturan Pemerintah ini, berlalna setelah Peraturan
Pemerintah mengenal Gaji dan Tunjangan herlakaa.

(2] Sebelam berlakunya Perataran Pemerintah mengena
(taji dan Tunjangan sehagaimana dimaksud pada ayat
{1}, penjatvhan Hukuman Disipiin scdang  berlaku
kewentuan scbagmimans disiur dalam Pass]l 7 oayat [3)
Peralurar Pernerinlah Nomer 32 Tahun 20100 tentang
Dhsiplin Pegawal Megeri Sipil.

Pasal 43

Kereninuan Peraturan Pemerintab ini matatis  mutandis
erlaloy untizlk calot PRNS.

BADR VI
KETENTLUAN PENUTUP

Pasal 94

Kerenluan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ind dianar lelik
lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nepara.

Pasal 45
Para saart Peratiiran Pemerintah 1ni mualai berlaloy:

1. Peraturan perundang undangan yang metrupakan
pclaksanaan  dan  persluran perundang-undangan
mengenai Disiplin PNS vang ada sebelum berlalminya
Peraturan Pemerintab ini dinvatakan tetap berlalu
scpanjang  Hdsk  bertentangan dan belum diubah
bordasarksan Peralursan Pemernintah ing;

2. Peranuran Pemerntah Nomor & Tahuno 1974 lentang
Petnhatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Bwasta
{Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor
8, Tambalsn Lembaran Negara Republk Indoenesia Nomor
A2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaloo; dan

3. Perataran Pemcnntah MNemer 533 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pepawat Negeri 3ipil (Lembaran Negara Republik
Indvnesia Tahiun 2010 Nomor 74, Tamhahan lLembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 5133), sepanjang ridak
mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan
dinvatakan tidak berlakua.

‘nzal 45

Peraturan Pemerintaly inl mulal berlaku pada  tangpgal
diundanghkan,

Agar . ..
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Agar setiap  orang mengetahUinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan
pencmpatannya datam  Lembaran

Indonesis,

Pemmermtah  ini dengan

Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

PRESIDEN REPUHLIK INDONESIA,

Diundanglean di Jakaria
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ABASI MANUSIA
REFUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

tid.

JOKO WIDDDO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOKESIA TAHUN 2021 NOMOR 202

Saliman sesuai dengan aslinys

EEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INGONESIA
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PENJELASAN
ATAS
PEEATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOE Q4 TAHUN 2021
TENTANGx
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI S1PIL

. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-
Undatig Nomor & Tabun 2014 tentang Aparatyr Sipll Negara, untuk
menjartin terpelinaranya tala tertib dadam kelancaran pelaksanaan tugas,
PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS, Selama it
ketentuan menygenad Disiplin PNS tclah diatur dalam Peraturgn Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawsal Neperi Sipil. Dengan
ditctupkannya Undang-Undang Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparaiur
Sipal Nepuara, ketentuan mengenal Dhisiplin PN tersebut perlu disesvaikan,

Untuk mewwjudkan FNS yang berintegritas moral, profesional, dan
akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadilkan
pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong
PNS untuk lebih produklif berdasarkan sistom karier dan sistem prestasi
kerja serta benntegritas  moral menjadi pertimbangan  dalam
petgembangan kaner.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, PNS vang diangkat scbagai penjabat Kepala Desa juga wajib metaati
ketentuan peraturan Lhsiplin FNS antara lein setla kepuda Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintal, Dalam melaksanakan
tugasnyea sebagai penyelenpgara pomerintahan wajib menerapkan prinsip-
prinsip pemerntahan yang baik (good governarnce) serla bersikap disiplin,
Jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan . . .

T bl IV TEL A
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Peraluran Pemerintah tentang Disiplin PNS inl antara lain memuat
kewsgiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat djatuhikan kepada
PNS wang tclah terbukti melakulkan pelanggaran. Pengatuhan Hukuman
Disiphn dimaksudkan untuk meombina PNS vang telah melakukan
pclanggaran, agar yvang bersangkutan mempunyai sikap menyvesal dan
berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki din pada masa vang akan
datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ind secars legas disebulkan jenis
Hukuman Disiplin yatg dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran
Chsiphn, Hal im1 dimaksudkan sebagal pedoman bagl Pojabat wvang
Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan
Hukuman Disiplin. Demilkdan juga dengan batazan kewenangan bagi
Pejabat vang Berwenang Menghukum telab ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Penjatiaban hulaiman becypa jemis Hukaman Disiplin eingan, sedang,
atay berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran vang dilakeukan oleh
PNS vang hersanglkiiten, dengan mempertimbanglan latar belakang dan
daonpal dari pelanggaran vang dilakakan,

Kewenangan unluk menelapkan kepulusan pemberhenlian bagl PNS
yvang melakukean Pelanggaran Disiphin dilakukan berdasarkan kerentuan
pcraturan porundang-undangan.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS vang dijatuhl Huokuman Disiplin
diberikan hak untuk membela dirl melala Upaya Administratif, sehingga
dapat dihindari terjadinva  kesewenang wenangan dalam penjatuhan

Hulouman Disiplin.

II. PASAL DEMI PASAL

Fasal 1
Cubup jelas,

Fasal 2
Cukup jelas,

Pauwal 3. ..

BN O P T
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Pasal 2

Huruaf a
Yang dimaksud dengan “scha dan tast sepenubnovae kepads
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tehun 14945, Negera Kesatuan Hepublik [ndonesia, dan
Pemermtah™ adalah  sctiap PNS  dif zamping  tsal Jugs
berkewsjiban melaksanakan ketentan Undang-Undang Dasar
Megara Hepublik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dun
Pomerintah serta tidak menentang Pancasila, dan Dodang-
Undang Dasar Negara Repuahlik Indonesia Tabun 1945,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Clkup jelas.

Huraf d
Yung dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalab peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibcntuk atau ditetapkan oleh
lembaga nepdra atsu pejabal yang  berwenang  melaluai
prasedur vang ditetapkan dalam  peraturan perundang-
undangan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan®™ adalah tugas yang
diberikan olch atasan yang berwenang sesual denpgain.
a. pennlah kedinasan,
b. poraturan perundang-undangan i bidang kepegawalan

atan peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan

c. peraturan kedinasan.

Huruf f

Kewajiban menunjukkan inlegritas dan keleladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam mavpun di luar  kedinesan  lermasik
mclaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, ertib, cermat,
dan bersermangat untuk kepentingan negara dan pomerintah,

Huraf g . ..
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Hurul g
Kewajiban menyvimpan rahasis jabdalan dan hanya dapat
metpemukakan rehasia jabatan scsual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan lermasuk  melaksanaksan
Yewajiban menjunjung tinggl kehormalun negara, pemerintah,
dan martabal PNS,

Huraf h

Culuap jelas,

4
Hurul a

Culup jelas.
Hurul b

Cukup jolas,
Iaruf ¢

Cukup jolas,
Huruaf d

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cuakug jelus,
Huruf {

Yang dimaksud denpan “Masuk Kerja dan moenaati ketentuan
jam kera” adalah kowajiban melaksanakan tugas sesual
dengan ketcntuan sistemn kerja vang dapat dileksanalan
melalur {leksibilites dalam pengataran Iokasi dan  wakiu
hekerja.

Huraf g

Cukup jelas.

Huruf h
Yane dimaksud dengan “membenkan kescempatan kepada
bawahan untuk mengembanpgkan kompetensi® adalah
memberikan kesempatan pada bawahan uniuk meningkatkan
kemampuan anlara laan memberikan kesempatan menpikull
rapat, scminar, pclatihan, dan pendidikan formal lanjutan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruli. ..
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Huruf i

Pasal 5

Yany dimaksad dengan “pemberian vang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan kelentinan
peraturan porundang-undangan” termasuk memberi atan
menyangpupd akan mermnberl sesudslu kepada siapapun baik
gsecara langsung atau tidak langsung dan dengan  dalib
HPE L.

RHurufa

Yang dimaksud dengan *meonyalahigunakan wewenang'
meliputi tindakan melampanl wewenang, mencampurad ukkan
wewrenang, danfatau bertindak sewennng-wenang. Lingkup
penyalahgunaan weweonang tormasuk tindakan melakukan
seslalu alan bUdak melabukan sesualu unluk kepenlngan
pribadl atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan
Lyuan pemberian kewenangsn lersebot,

Huraf b

Culup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,

Huruf d

Culkup jclas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf f

e ||"||:-. TIW oA

Yung dimaksud dengan “mermiliki, menjusd, membel,
mengeacaikan, menyewakan, ata meminjatnban barang haik
bergerak aleu Udal berperak, dokumen, atau sural berhargs
milik negara secara tidak sah” adalah perbuatan yang
dilakukan tidek slas dasar keentuan lermasuk lala vars
maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain vang
dupal dipindahlangankan,

Hurmalg. ..
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Hurulf g
Yang dimaksud denpan "pungutan di luar ketentuan®” adalah
pengensan biava vang tidak seharusnyva dikenakan atau
penvalabgunaan  wewenang uriuk mendapatkan  vang,
barang, alau benluk lain uniuk kepentingan pribadi atau
pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendivi ataua bersama-

SeltTla.

Huwraf h

Yang dimaksud dengan “rmelakuban kegiatan yang moerugilan
negars” lermasuk kegilatan yang dilakukan bersama dengan
atasan, temman sejawat, bawahan, atau ovang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan lujuan untok
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara
langegung maupun tidak langsung vang mengokihatkan
kerugian keuangan negara.

Huruf i

Cukup jelas.
Hurul

Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “menerima hachah yang berhulbuingan
dengan jabalan danfalau pekerjgan” termasuk menerima
hadiah, padabhal dikctahul dan patut diduga balwa hadiab
terscbut diberikan sebagai akibat atau disehabkan karena
telah melakulkan atau ridak melakokan sesuatu dalam
jabatannya yvang berleriangan dengan kewsjibannya.

Hurul |
Cukup jetas.

Hurud m

Cukup jelas.
Huruwfn . ..
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Angka 1
NS  =ebagal  peserta  kampanye hadir untuk
mendengar, menyimak visl, misi, dan program yang
dituwarkan peserta pemill, Tanpa menpegunakan
atribut partai atau acdbul PNS.

Angka 2
Yang dimaksud dengun “mengpunakan atribut partai®
adalah dengan mengegunakan dan/atau memanfaatikar
palkaian, kendaraan, atau media lain yeng bergambar
partar palitik, calon Presiden!Wakil Presiden, calan
Kepala Daerah/Waknl Kepala Dacrah, calon anggota
Dewan  Perwakilan  Halvat, calon  angpola Dewadn
Perwakilan Daerah, calun anppota Dewan Perwakilan
Ralyal Dacrah dalam masa kampanye.
Yang dimaksud "mengpunakan alobut PNST adalah
menggunakan  sersgam  Korpr, scragam dinas,
kendarasn dinas, dan lain:lain.

Angka 3
Yung dimaksud dengan “peserta kampatve” adalah
FN5 bertindal sebagal pelaksans kampanye, potugas
kampanye/ lim sukses, tenaga ahli, penyvandang dana,
prneari dang, dan lain-lain.

Angka 4
Cukup jelas.

Anglka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jclas.

Pagsal & . . .
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Pasal &
Culoap jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pazal &
Avat (1)
Culup jelas.
Aval (2]
Huruf a
Teguran lisun merupakan jenis hukuman ringan vang
dituangkan dalam surat keputusan  Pejabat  yang
Eerwenang Menghukum serta dinvalakan secars lisan
cleh  Pejabat wvang Berwenang Menghukoum dan
disampaikan kepada PNS yang melakukan Prlanggaran
Disiplin,
Hurul b
Tepuran tertulis merupakan jenis hukuman cingan yang
dinyatakan dan disampalkan secara fertulis oleh Pejabal
yang Berwenang Menghulkum kepada PNS  yang
melakulan Pelanggaran Disiplin,
Huruf ¢
Pernyaltaan tidak puas secara terlalis merupakan jenis
hukuman nngan yang dinyatakan dan disampaiksn
secara tertulis oleh Pejabat vang Berwenang Menghukum
kcpada PN3 vang melakukan Pelanggaran Disiplin,
Avat (3)
Culiap jelas,
Aval (4)
Huraf a

Yang dimaksud dengan "penurunan jabalan selingkal
lebith rendah selama 12 (dua belas) bulan™ adalah
penurunan  jahatan Erimphan lingei, jabatan
administrator, jabatan pengawas atau jabalan [ungsional
menjade jabatan selinghksl lebih rendah dan jabatan
gemla selama 12 {dua belas) bulan.

Humf [ . ..
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Hutul b

Yang dimakswud dengun “pembebasan dari jabatannys
menjadi jabalan pelaksana selama 12 (dua belas) hulan®
adalah pemberhentian dar jabatan pimpinan lingei,
jabatan administrator, jabatan pengawas alau jabatan
fungsional dengan menugaskan ke dalam  jabatan

pelaksana,

Huruf c

9
Avat (1)

Jemis hukuman pemberhentian dengan hormat tidalk
slas  permintaan sendirl zebagai PNS zehagaimana
contoh berikut:

seorang PNS bernama A, meondudukl jabatan sebagai
Kepala Bidang Peningkatan Kinerja FPPK. Yang
bersangkutan didugs melanggar keteniuan tidak Masuk
Kerja tanpa alasan yvang sah secdrd, Lerus meneras sclama
10 [sepuluh) hati kega, Selelah dilakukan pemeriksaan
oleh slasan langsungnya bersama tim pemeriksa, terbuaki
vang beraanglutan tidak Masuk Kerja lanpa alasan vang
sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) han kerja.
Berdasarkan hasid pemenksaan, maka atasan langsung
melaporkan kcpada Pejabat vang Berwenang Menghukum
yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabal yang
Berwenang  Menghukum  dan Pejabal Pembina
Kepegavaian menjaluhkan Holkuman Disiplin berat
berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas

petrniniaan sendin.,

Cukup jelas.

RN RTTRR AR B
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Ayar [2)
Huruf =
Cukup jelas,
Huruf I
Cantafu
Secrang PNG darl bulan Januvari sampai dengsn bulan
Maret 2019 tidak masuk hekerja scluma 3 (tiga) hari kerja
maka yang hersangkutan dijatuhi Hukumean DHsiplin
berupa teguran lizan.,
Selarjulnys, pada bulan Mei sampal dengan Juli 2019
vang hersangkulan udak Masuk Kerja selama 4 [cmpet)
sarmpal dengan & {enam) hari kerju, Dalam hal demikian,
maka yang bersanglutan dijamhi Hubuman  Disiplin
berupa teguran rertidis,
Selanjulnya, pada bulan September sampai dengan bulan
November 2019 yanpg bersangkutan tidak Masuk Eera
sclama ¥ {tujuh] sampai dengan LG (scpulub) hari kerja.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuli
Hultuman Disiplin berupa permyataan tidak puas secars
Lertuldis,
Huruf ¢
Culkup jelas.
Hurul 4
Cukup jelas,
Pasal 10
Aval (1)
Cukup jelas,
Aval (2]
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b

Cukup jclas.

Huruwle. . .
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Huruf ¢

Cukmp jelas.

Hurul d

Cukup jelas,

Huruf e

Yang dimaksid dengan “scsual dengan ketenlusan
peraturan perundang undangan” adalah peraturan
perandang-undangan  v¥ang  mcngatur | mengcnal
kewajiban melaporkan harta kekavaan kopada pojabat
yvang berwenang termasul peraturan kedinasan.

Yanp dimakszud denean “pejabal fungsional” adalah PNS
vang menduduki jabalan [ungsional yang diwagilban
mclaporkan harta kekayaan  kepads pejabal yang
berwenang sesuml  deongan ketenluan peralurdan

perandang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas,

Hurul g

Cukup jelas,

Huruf h

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Huruf a

Cukup jelas,

Hurutf b

Cukup jelas.

Hurafc . ..
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “serual dengan  ketentuan
peraturan perindang-undangan®  adalah  peraturan
perundang-undangHn YHOY MDA L L TRl
kcwajitban melaporkan haria kekavasn kepada pejabat
vang berwenang termasuk peraturan kedinasan.

Yang dimabksud dengan “prjabat lainnya” adalah PNS
vang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan
bharta kekayrean kepada pejabet vang berwenang sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-ondangan,

Huruf d
Cuku jelas,
Huruif e
Culkup jelas.
Huruf L
Cukup jclas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal L3
Cukup jclas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayar 1)

Yang dimaksud dengan “dinitung secara kumulalil ssampal
dengan akhir talhn berjalan” adalah dibhitung secara kumulatif
gelama 1 [=atu] tahun beralan mulal bulan Januarl sampal
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
Ayat {2}
Cukup jelas.
Pazal 16 . ..
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Paszal 16
Cukup jclas.
Pasal 17
Avat (1)
Cukup jelas,
Ayal [2]
Hurd &
Cukup jelas,
Huruf b
Culmap jelas,
Humf ¢

Yang dimaksud dengan “jabatan lain yang penganpgkatan
dan pcmberhentiannya menjadi wewenang Presiden”
antard lain Panutera Mahkamah Agung dan Panitera
Mahkamah Korslitusi,

Avat (3}
Cukup jelas.

Fasal 18

Cukup jolas,
Fasal 19

Cukoap jelas,
Pasal 20

Cukup jelas,
Pazal 21

Cukup jelas,
Pasal 22

Curlup jelas,
Paszal 23

Cubkup jelas.

Pasal 24 . .
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Pasal 24
Avat {1}
Cukup jclas.
Ayar |2)
Alasan Pejabal yang Berwenang Monphukum menjatuhkan
Hukuman  Dislplin kepada Pejabet  vang Berwenang
Menghukom vang tidak menjatubkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakulian Pelangearan Disiplin.
Avat [3)
Cukup jelas,
Avat (4}
Proses pemeriksasn penjatuhan Hukuman Disiplin oleh alasan
kepada pejabal yang idak menjaiubhkan Hukouman Disiplin
dilakukan dengan mendengar  keterangan dan dituangkan
dailam berita acara pemeriksaan.
Avat [5]
Cukup jelas.
Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Udak lerdapal Pojabat vang Berwenang
Menghukum”™ adalah lerdapat satuan organisasl yang pejabatnya
lowong, antara lain karena berhalangan tetap.

Pasal 26

Ayat [1)
Culup jelas.

Ayat {2
Cukup jclas,

Avat (2)
Thalam menetiilkan langgal pemerikssaan benkutnyva denpgan
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
surat panggilan.

Avat (4)

Culuap jclas.
Pasal 27 ...

Taper T[A, MY
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FPasal 27
fyal (11
Pemeriksaan dilakukan  untuk mengetabui kebeporan
Pelanggaran Thsiplin yang  dilakukan PNS, scrta untuk

mengelahul [mhklor yang mendorong atau menyebabkan vang
bersangkutan melalkukan Pelanggaran Digiplin.

FPemeriksaat dilakukan dengan telid dan objektif, schingga
Pejabal vang Berwenanyg Menphukcum dapat mempertimbangkan
Jenis Hulaman Dhisiplin vang alkan dijatuhkan dengan adil.

Avalt (2]
Yang dimaksud dengan Ypemeriksaan secara tertufup” adalah
pemeriksaan hanya dihadiri alebh PNS vang didugs melaliakan
Pelanggaran Disiplin dan perneriksa.

Awal [3)
Cukup jelas.

Avat (4]
Kewajiban melaporkan benta acara pemeriksaan dan hasil

pemeriksaan secara hierarki termasuk hasil pemeriksasn vang
dilakulkan oleh iInspekloTat,

Pasal 28
Cukup jelas.
Fasal 29
Avat (1)
Tim pemeriksa bersifal temporer (Ad Hod,
Aval (2]
Culoup jelas.
Avar (3}
Cukup jelas,
Avat (4)
tuakup jetas,
Aval (3}
Culup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas,
Pasat 3. ..
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Frasal 30
Chakiup jelas.
Pasal 31
Avyart (1)
Pcmbebasan sementara dari migas jabatannys dimeksudkan
untuk kelancaran pemeriksasn dan kelanearan tugas.
Avyat (2]
Cukup jelas.
Aval [3)
Cukup jelas.
Avval (4
Cukup jclas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pazal 32
Cukup jelas.,
Pasal 33
Culoup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pazal 36
Culkup jclas,
Pasal 37
Culup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 3%
Cubup jelas,
Pasal 40 . ..
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Pasal 40
Cukup jclas.
Pagal 41
Cukap jelas,
Pasal 42
Awat (1)
Tmgkal dan jonls Hukuman Disiplin sedang diberlalukan
setelall Persluran Pemcrintsh yang mengatur mengenai Gaji

dan Tunjangan sebagal pelaksanaan Undang Undang Notnor S
Tahun 2014 tentang Aparatir Sipil Nepars herlaku.

Aval [2)
Culaape jelas.
Piazal 43
Cukup jolas,
Pasal 44
ke jelas,
Pazal 15

Ketentuem i dimaksudkan untuk jenis Hukuman Diziplin scdang
vang diatur dalam Peraturan Pomerintah Nomor 53 Tabun 2010
tentong Dhisiplin Pegawal Negeri Sipil masih lelap berlaku sampai
dengan diletapkannya Meraturan Pemerintah mengenai Gaji dan
Tunjangan berdasarkan Undanpg-Undang Nomor 5 Tahun 20714
tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 46

Culup jelas.
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